
21 

 

 
 

BAB II 

TINJAUAN HUKUM WARIS MENURUT HUKUM ISLAM  

A. Kewarisan Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Waris 

Kata ‚al-mi>ra>th‛ dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari 

kata:  Waratha-yarithu-irthan-wamirathan.  Dikatakan  ‚Waratha  fula>nun 

qari>bahu‛ yang artinya ‚si Fulan mewarisi (harta) kerabatnya‛. Dan ‚waratha 

aban‛ yang artinya ‚ia mewarisi harta bapaknya‛. Allah berfirman: Wawaratha 

Sulaima>nu Da>wu>da, yang artinya Sulaiman mewarisi Daud. Jadi pengertian ‚al-

mira>th‛ menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada 

orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu disini masih bersifat 

umum, baik harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan. Diantaranya yang berarti 

demikian adalah Sabda Nabi SAW: 

 

 الأنَبِْيَاءِ، وَرَّثوُا العِلْمَ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بَِِظٍّ وَافِرٍ وَأنََّ العُلَمَاءَ ىُمْ وَرَثةَُ 

 
Ulama’ adalah pewaris para Nabi, dan mereka mewariskan ilmu. Maka 

barang siapa yang hendak mengambilnya, hendaknya ia mengambil bagian 
yang lebih banyak. (HR. Imam Bukhori)

 1 
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Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 8 (Damaskus: Daar Thuq al-Najah, 

1422 H), 24. 
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Adapun pengertian waris menurut istilah ialah berpindahnya hak milik 

dari orang yang meninggal kepada  ahli  warisnya yang hidup, baik  yang 

ditinggalkan  itu berupa harta, kebun atau hak-hak syariyah.
2
 

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa arti waris dalam hukum 

Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang 

ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.
3

 Hukum waris juga 

dinamakan Faraidh yang artinya pembagian tertentu. Lafadz Faraidh 

merupakan jama’ (bentuk plural) dari lafadz Faridhah yang mengandung arti 

Mafrudhah, yang sama artinya dengan Muqaddarah yaitu suatu yang ditetapkan 

bagiannya secara jelas.
4
  

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu 

ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang 

yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan 

cara membaginya. Definisi tersebut menekankan dari segi orang yang mewaris, 

orang yang  tidak  mewaris,  besarnya  bagian  yang  diterima  oleh  masing-

masing  ahli  waris, serta cara membagikan warisan kepada ahli waris.
5
  

Muhammad Asy-Syarbini juga berpendapat bahwa hukum kewarisan 

ialah ilmu Fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan 

                                                           
 
2
Ali Ash-Shobuni, Hukum Waris Islami, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 49. 

3
Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum (Bandung: Pionir 

Jaya,1987), 84 
4
Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarata: Prenada Media, 2005),  5. 

5
Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 1999), 1. 
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tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta 

pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan 

untuk setiap pemilik hak pusaka.
6
 

2. Sumber Hukum Waris 

Sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah 

nash atau  teks  yang terdapat dalam al-Qur’an  dan Sunah  Nabi.  Ayat-ayat 

al- Qur’an dan Sunah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan adalah 

sebagai berikut: 

a. Ayat-ayat al-Qur'an 

1) An-Nisa' Ayat 11 

نِسَاءً فَ وْقَ اثْ نَتَ يِْْ فَ لَهُنَّ ثُ لُثاَ مَا يوُصِيكُمُ اللَّوُ فِ أوَْلََدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْ ثَ يَ يِْْ فإَِنْ كُنَّ 
دُسُ مَِّا تَ رَكَ إِنْ كَانَ  هُمَا السُّ لَوُ وَلَدٌ فإَِنْ  تَ رَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَا النِّصْفُ وَلِأبََ وَيْوِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِن ْ

وِ الث ُّ  دُسُ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ لََْ يَكُنْ لَوُ وَلَدٌ وَوَرثِوَُ أبََ وَاهُ فَلِِمُِّ وِ السُّ لُثُ فإَِنْ كَانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّ
ََلِيمًا حَكِيمًاأوَْ دَيْنٍ آباَؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لََ تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا فَريِضَةً مِنَ اللَّوِ إِنَّ اللَّوَ كَ   انَ 

  

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak- anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan 
bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya 
perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia 
memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing- 
masingnya   seperenam   dari   harta   yang   ditinggalkan,   jika   yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya 
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mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 
kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.7 

 

2) An-Nisa' Ayat 12 

ا تَ ركَْنَ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لََْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لََنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ مَِّ 
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ  مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَْ بِِاَ أَوْ دَيْنٍ وَلََنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتُمْ إِنْ لََْ 

أةٌَ وَلَوُ أَخٌ أَوْ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِِاَ أوَْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلََلَةً أوَِ امْرَ 
دُسُ فإَِنْ  هُمَا السُّ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ فِ الث ُّلُثِ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ   أخُْتٌ فلَِكُلِّ وَاحِدٍ مِن ْ

ََلِيمٌ حَلِيمٌ  رَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّوِ وَاللَّوُ       يوُصَى بِِاَ أوَْ دَيْنٍ غَي ْ

 

 Dan bagimu (suami-suami) seper dua dari harta yang ditinggalkan 
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari 
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 
anak. jika kamu mempunyai  anak,  Maka  Para  isteri  memperoleh  
seperdelapan  dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat 
yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika 
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 
(seibu saja), Maka bagi masing- masing dari kedua jenis saudara itu 
seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 
seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah 
dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 
dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah 
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari 
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Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.8 
 

Ayat 11 dan 12 merupakan penjelasan waris secara rinci. Allah 

menjelaskan hukum-hukum waris dan bagian-bagiannya untuk membatalkan 

hukum waris yang biasa dilakukan oleh orang-orang arab pada masa 

Jahiliyah yang   melarang   wanita   dan   anak-anak   mendapatkan bagian   

waris   dan membolehkan orang-orang yang diharamkan dalam Islam.
9 

3) An-Nisa' Ayat 7 

مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْ رَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْ رَبوُنَ مَِّا رِّجَالِ نَصِيبٌ للِ  
 قَلَّ مِنْوُ أوَْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

 

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa 
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 
harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan. 10 

 
 

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, bukan hanya laki-laki 

yang memiliki hak waris, akan tetapi perempuan juga mempunyai hak waris 

dan agama juga pelindung hak-hak perempuan. Selain itu, yang lebih utama 

dalam kewarisan Islam adalah pembagian waris yang adil, bukan pada 

jumlahnya. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), 79 

9
Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 350 

10
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), 78 
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4) An-Nisa' Ayat 176 

 

فِ الْكَلََلَةِ إِنِ امْرُؤٌ ىَلَكَ ليَْسَ لَوُ وَلَدٌ وَلَوُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللَّوُ يُ فْتِيكُمْ 
إِنْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالًَ مَا تَ رَكَ وَىُوَ يرَثُِ هَا إِنْ لََْ يَكُنْ لََاَ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ تَا اثْ نَتَ يِْْ فَ لَهُمَا الث ُّلُثاَنِ مَِّا تَ رَكَ وَ 

ََلِيمٌ وَنِسَاءً فلَِل ُ اللَّوُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّوُ بِكُلِّ شَيْءٍ   ذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْ ثَ يَ يِْْ يُ بَ يِّْ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)11 Katakanlah: 
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang 
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara 
perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari 
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai 
(seluruh  harta  saudara  perempuan),  jika  ia  tidak  mempunyai  anak; 
tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika 
mereka   (ahli   waris   itu   terdiri   dari)   Saudara-saudara   laki dan 
perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian 
dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) 
kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu.12 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang warisan saudara laki-laki dan 

saudara perempuan.   Dalam ayat ini dijelaskan secara rinci tentang 

pembagian warisan saudara  laki-laki dan  perempuan. Saudara  perempuan 

mendapat  seperdua  dari harta yang ditinggalkan apabila tidak mempunyai 

anak. Sedangkan saudara laki- laki mendapatkan semua harta dari seorang 

wanita apabila tidak mempunyai anak. Untuk dua orang saudara perempuan 

akan mewarisi dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya. Pada akhir 

ayat, Allah menyatakan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan 
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Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.. 
12

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), 106. 
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merupakan jalan agar supaya tidak tersesat dari jalan kebahagiaan dan 

sesungguhnya jalan yang ditunjukkan Allah adalah jalan yang benar. 

5) Sunnah Nabi 

 

ََلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ََنِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ  هُمَا،  ََن ْ ََبَّاسٍ رَضِيَ اللَّوُ  أَلِْْقُوا الفَراَئِضَ »ََنِ ابْنِ 
 «فَمَا بقَِيَ فَ هُوَ لِأَوْلََ رَجُلٍ ذكََرٍ بأَِىْلِهَا، 

Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: berikanlah 
harta pusaka kepada yang berhak  dan sisanya untuk  orang laki-laki 
yang lebih utama/lebih dekat.13 

 

3. Hal-hal yang Berkaitan dengan Warisan 

Apabila seseorang meninggal dunia, harta benda peninggalannya tidak 

boleh  langsung  dibagikan  kepada  ahli  warisnya. Tetapi  jika  ada  hal-

halyang bersangkut paut dengan warisan, maka hal ini harus diselesaikan lebih 

dahulu. Adapun hal-hal yang bersangkut paut dengan warisan yang harus 

diselesaikan lebih dahulu adalah:
14

 

a. Biaya Pengurusan Jenazah 

Pengurusan jenazah memerlukan biaya, seperti untuk pembelian  kain 

kafan, ongkos gali kubur, ongkos angkutan (apabila jauh) dan lain-lainnya. 

Biaya tersebut diambil dari harta orang yang meninggal dengan syarat tidak 

berlebihan tetapi juga tidak terlalu hemat. 

                                                           
 
13

 Al-Bukhari, Shahih Bukhari  IV,(Cairo, Daarwa Mathba’ Al-Sya’biy), hlm 181. 
14

Otje Salman dan Mustafa Haffas, Hukum Waris Islam (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2002), 6 
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b. Melunasi Hutang 

Apabila yang meninggal mempunyai hutang, maka hutang itu harus 

diselesaikan lebih dahulu khususnya yang berkaitan dengan sesama manusia, 

karena hutang tersebut merupakan tanggungan orang yang meninggal. Dengan 

demikian, harta warisan tidak boleh langsung dibagi-bagikan kepada ahli waris 

sebelum hutang dilunasi. 

c. Wasiat 

Apabila yang meninggal itu telah berwasiat agar sebagian hartanya 

diberikankepada seseorang, maka wasiat itu harus dipenuhi terlebih dahulu 

sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Wasiat tidak lebih dari 

sepertiga dan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris. Akan tetapi, apabila 

wasiat itu lebih dari sepertiga harus meminta izin kepada ahli waris. Wasiat 

dilakukan  setelah  biaya  pengurusan  mayat  dipenuhi  dan  semua  hutangnya 

dilunasi. 

4. Rukun dan Syarat Waris 

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga yaitu: 

a. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh 

ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering pula 

disebut muwa>rits. 

b. Ahli  waris, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari pewaris,  

baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. 
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c. Warisan,  yaitu  sesuatu  yang  ditinggalkan  oleh  orang  yang  

meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak 

bergerak. Dalam kepustakaan,  istilah  warisan  tersebut  sering  pula  

disebut  dengan  irits, mirats, turats dan tirkah. 

Dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pwarisan dinyatakan ada, 

sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima 

warisan, yaitu:
15

 

a. Orang yang mewariskan (muwa>rith) benar telah meninggal dunia dan 

dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. 

b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau al-wa>ris) hidup pada saat orang 

yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. 

c. Ada  hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang 

yang mewarisi, yaitu: 

1) Hubungan nasab: (keturunan, kekerabatan) baik pertalian garis 

lurus ke atas (ushu>l al-mayyit), seperti ayah, kakek dan  lainnya, 

atau pertalian lurus ke bawah (furu>' al-mayyit) seperti anak, cucu, 

atau  pertalian mendatar /menyamping (al-hawa>syi) seperti 

saudara, paman, dan anak turunannya.
16

  

 

                                                           
 
15

 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012), 71. 
16

Ibid., 72. 



30 

 

 
 

2) Hubungan pernikahan, yaitu seseorang dapat dapat mewarisi 

disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. 

3) Hubungan perbudakan (wala>') yaitu seseorang berhak mendapatkan 

warisan dari berkas budak (hamba) yang telah memerdekakannya 

(dibebaskannya). Pembebasan seorang budak (hamba) berarti 

pemberian  kemerdekaan,sehingga budak tersebut mempunyai 

kedudukan yang sama dengan manusia lainnya. 

4) Karena hubungan agama Islam: yaitu apabila seorang meninggal 

dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya 

akan di serahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan negara islam) 

untuk dimanfaatkan bagi kemaslatan umat Islam
17

.   

5. Asas-asas Hukum Waris 

Sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah yang 

disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung 

berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku dalam hukum kewarisan yang 

bersumber  dari  akal  manusia.  Dari  berbagai  asas  hukum  kewarisan 

memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam tersebut. 

Asas- asas tersebut ialah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan 

berimbang dan asas semata akibat kematian.
18
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Ibid., 77. 
18

 Syarifudin, Hukum Kewarisan..., 16-17. 



31 

 

 
 

a. Asas ijba>ri 

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal 

kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari 

yang meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini 

disebut secara ijba>ri. 

Kata ijba>ri secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), 

yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam terminologi ilmu 

kalam, kata ijba>ri  mengandung  arti  paksaan,  dalam  arti  bahwa  semua  

perbuatan  yang dilakukan oleh seorang hamba bukanlah atas kehendak dari 

hamba tersebut, tetapi itu  semua disebabkan  atas  kehendak dan  kekuasaan  

Allah,  sebagaimana  yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah.
19

 

Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam 

mengandung arti  bahwa  perlihan  harta  dari  seseorang  yang  telah  

meninggal  kepada  ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak 

Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli 

warisnya. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) 

yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta 

kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima dan tidak berlaku dengan 

sendirinya.
20
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Adanya unsur ijba>ri dalam sistem kewarisan Islam tidak akan 

memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan 

hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan 

tidak berkewajiban  memikul  utang  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris.  

Kewajiban  ahli waris hanya sekedar membantu membayarkan utang pewaris 

dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang 

tersebut dengan hartanya sendiri.
21

 

Jadi, asas ijba>ri mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal 

dengan sendirinya beralih kepada orang yang berhak menerima. Ahli waris 

harus menerima warisan sesuai dengan yang telah ditentukan, karena dalam 

asas ijba>ri terdapat unsur paksaan. 

b. Asas  Bilateral 

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan 

beralih kepada atau melalui dua arah. Dalam hal ini baik laki-laki maupun 

perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni 

pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Dalam prinsip bilateral, 

jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.
22

 

Dasar dari kewarisan bilateral terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 7, 

11, 12, dan 176. Secara umum dalam ayat 7 menegaskan mengenai prinsip 
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bilateral, sedangkan ayat 11, 12, dan 176 merinci lebih jauh mengenai siapa 

saja yang dapat mewaris dan berapa besar bagiannya. Dari empat ayat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa asas bilateral tetap berlaku dalam kewarisan baik 

dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping. 

c. Asas Induvidual 

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam 

arti bahwa  harta  warisan  dapat  dibagi-bagi  untuk  dimiliki  secara  

perorangan.  Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagiannya tanpa  terikat 

oleh ahli waris yang lain.  Hal  ini  didasarkan  kepada  ketentuan bahwa  

setiap  insan  mempunyai kemampuan untuk menerima  hak dan  

menjalankan  kewajiban, yang di dalam Ushul  Fikih  disebut  ahliyat  al-

wujub.  Dalam  pengertian  ini  setiap  ahli  waris berhak menuntut harta 

warisan secara sendiri dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian. 

Sifat individual dalam kewarisan terdapat dalam aturan al-Qur’an 

yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Surat An-Nisa’ ayat 

7 secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak 

menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah 

harta tersebut dan dengan bagian yang telah ditentukan. Dari ayat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak 

ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, 
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jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlakut.
23

 

d. Asas Keadilan Berimbang 

Asas keadilan dalam pembagian harta warisan, secara mendasar 

dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan 

dalam Islam. Artinya, sebagaimana pria dan wanita pun mendapat hak yang 

sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam 

al-Qur’an surat An- Nisa’ ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan 

perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Dalam ayat 11, 12, dan 176 surat 

An-Nisa’ secara rinci dijelaskan tentang kesamaan dan kekuatan hak 

menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan. 

 Adapun jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan 

ialah: Pertama, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan 

perempuan, seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam 

keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana dalam ayat 11 surat 

An-Nisa’. Kedua, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali 

lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak 

laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 serta saudara laki-laki dan 

saudara perempuan dalam ayat 176.
24
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 Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak 

warisan, memang tedapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan 

berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur 

dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan 

kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan pria 

membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan perempuan. Hal 

tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu 

untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para perempuan. 

Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 34: 

ََلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أمَْوَالَِِمْ  ََلَى النِّسَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللَّوُ بَ عْضَهُمْ    الرِّجَالُ قَ وَّامُونَ 

Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan, karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka 
memberi nafkah dengan harta mereka‛. 25 

 

 

e. Asas Semata Akibat Kematian 

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta 

seseorang kepada  orang  lain  berlaku  setelah  yang  mempunyai  harta  

tersebut  meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan 

sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang 

masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk ke 

dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. 
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 Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan 

yaitu kewarisan akibat kematian semata yang dalam Hukum Perdata atau BW 

disebut dengan kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan dasar 

wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup yang disebut.
 26

 

Asas kewarisan ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari. 

Apabila seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada 

hakikatnya dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia 

tidak lagi memiliki kebebasan tersebut.
27

 

6. Sebab-sebab Kewarisan 

Menurut hukum kewarisan Islam, tiga hal yang menyebabkan seseorang 

bisa menerima warisan dari orang lain yaitu:  

a. Hubungan kekerabatan 

Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan disini ialah hubungan 

darah atau famili. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewaris jika 

salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan 

orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut 

mewarisi dari orang tuanya. Demikian juga sebaliknya jika anak yang 

meninggal dunia. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan pada saat adanya 
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kelahiran.
 28

 

Seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu akan mempunyai 

hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkan. Hubungan tersebut bersifat 

alamiah dan berlaku semenjak adanya kelahiran.   Dengan   berlakunya   

hubungan   anak   dengan   ibu,   maka   dengan sendirinya berlaku pula 

hubungan kekerabatan antara anak dengan orang lain yang juga dilahirkan oleh 

ibu tersebut. Dengan demikian, secara sederhana terbentuklah hubungan 

kekerabatan menurut garis ibu atau matrilineal.
29

 

Selain mempunyai hubungan kerabat dengan ibu, seorang anak juga 

mempunyai hubungan  kerabat  dengan  seorang  bapak  apabila  dapat  

dipastikan secara hukum bahwa laki-laki tersebut telah menikahi ibunya dan 

yang menyebabkan ibunya hamil serta melahirkan. Dengan kata lain hubungan 

tersebut berlaku secara hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan 

kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai 

ayahnya, apabila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang 

berlaku antara si laki- laki dengan ibu yang melahirkan.
30

 

b. Hubungan perkawinan 

Yang dimaksud perkawinan disini ialah akad nikah yang sah yang 

terjadi diantara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Jika seorang 
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suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta 

peninggalan suaminya. Demikian juga sebaliknya jika seorang istri meniggal 

dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.
 31

 

Menurut Amir Syarifudin, berlakunya hubungan kewarisan antara 

suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan:
32

 Pertama, antara keduanya 

telah berlangsung akad nikah yang sah. Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 

ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-

masing agamanya. Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya perkawinan orang-

orang yang beragama Islam dianggap sah apabila menurut hukum Islam 

perkawinan tersebut sah. Pengertian sah menurut istilah hukum Islam ialah 

sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan telah terhindar 

dari segala penghalang. Dengan demikian nikah yang sah adalah nikah yang 

telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun syarat perkawinan serta telah 

terlepas dari segala halangan perkawinan.
 33

 

Ketentuan  kedua  berkenaan  dengan  hubungan  kewarisan  

disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih 

terikat dalam tali perkawinan disaat salah satu pihak meninggal dunia. Seorang 

perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj’i masih berstatus sebagai 

istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin karena 
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hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian. Dengan demikian 

seorang istri masih bisa menerima warisan meskipun perkawinan telah putus 

dalam bentuk talak raj’i dan masih berada dalam masa iddah.
 34

 

c. Hubungan wala’ 

Wala’ merupakan hubungan hukmiah yaitu suatu hubungan yang 

ditetapkan oleh hukum Islam karena tuannya telah memberikan kenikmatan 

untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada 

budaknya. Jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah 

hubungan keluarga yang disebut wala’ul ‘itqi. Dengan adanya hubungan 

tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya, 

dengan syarat budak tersebut tidak mempunyai ahli waris sama sekali baik 

karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Hubungan wala’ 

tersebut sebagai imbalan dan sebagai perangsang agar orang pada waktu itu 

memerdekakan budak, Rasulullah memberikan hak wala’ kepada yang 

memerdekakan itu sesuai dengan hadits Nabi yang bunyinya; ‚Hak wala>’ adalah 

untuk orang yang memerdekakan‛. 35 

Akan tetapi, pada masa sekarang ini sebab kewarisan karena wala' 

sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlakunya hubungan tersebut dikarenakan pada 

masa sekarang ini secara umum perbudakan sudah tidak ada lagi. 
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B. Hak kewarisan anak yang belum pasti agamanya 

1. Pengertian Kewarisan Beda Agama 

Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan salah satu 

penghalang dalam memperoleh warisan. Yang dimaksud dengan perbedaan 

agama ialah perbedaan keyakinan/kepercayaan antara pewaris dan ahli waris, 

yang mana keduanya sama-sama mempertahankan kepercayaannya.
36 

Definisi tersebut memberikan arti bahwa seorang muslim tidak bisa 

mewarisi non muslim, begitu juga sebaliknya. Sedangkan perbedaan madzhab, 

sekte dan aliran yang terdapat dalam agama Islam, menurut kesepakatan seluruh 

fuqaha tidak bisa dimasukkan dalam kriteria perbedaan agama. Jadi meskipun 

perbedaan tersebut terjadi tidak ada larangan untuk saling mewarisi, karena 

perbedaan tersebut masih bersumber dari satu agama yaitu agama Islam. 
37

 

Adapun  agama,  kepercayaan  dan  aliran  keagamaan  yang  bersumber 

selain dari agama Islam masih diperselisihkan oleh para ulama’, apakah 

agama atau kepercayaan tersebut dianggap sebagai satu agama atau beberapa 

agama yang masing-masing berdiri sendiri. Menurut ulama’ Hanafiyah, 

Syafi’iyah dan Imam Abu Daud, agama dan kepercayaan yang bersumber dari 

selain agama Islam dianggap  sebagai  satu  agama.  Sebab  pada  hakikatnya  

mereka  mempunyai kesatuan prinsip yaitu menserikatkan Tuhan Allah. 
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Sedangkan Imam Malik dan Ahmad, berpendapat bahwa di luar agama Islam 

terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan yang masing-masing 

agama berdiri sendiri.
38

   Agama Nasrani adalah satu agama tersendiri, agama 

Yahudi adalah agama tersendiri dan agama- agama yang lainpun merupakan 

agama yang berdiri sendiri.  

2. Kewarisan Beda Agama menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam 

a. Kewarisan Beda Agama menurut Fiqh 

Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam memperoleh 

warisan. Landasan hukum dari halangan tersebut ialah ayat al-Qur’an surat An-

Nisa’ ayat 141: 

ََلَى الْمُؤْمِنِيَْ سَبِيلًَ   وَلَنْ يََْعَلَ اللَّوُ للِْكَافِريِنَ 

Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir 
untuk menundukkan (memusnahkan) orang-orang mukmin.39 

 

Dan ditegaskan pula oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi: 

سْلِمَ 
ُ

سْلِمُ الكَافِرَ وَلََ الكَافِرُ الم
ُ

 لََ يرَِثُ الم

Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu 
pula orang kafir tidak bisa mewarisi kepada orang muslim‛ 40 

 

 

Secara normatif, antara orang muslim dengan non muslim tidak bisa 
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saling mewarisi dan begitu juga sebaliknya. Ulama’ empat madzhab berpendapat 

bahwa orang kafir  tidak  bisa  mewarisi  orang  Islam lantaran  status  orang  

kafir  lebih rendah  dari  pada  orang  Islam.
41

   Begitu  juga  dengan  orang  

Islam  tidak  bisa mewarisi orang kafir. Oleh karena itu suami yang muslim 

tidak bisa mewarisi harta istrinya yang kafir kitabiyah, begitu juga dengan 

kerabat muslim tidak bisa mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir. 

 Hubungan  antara  kerabat  yang  berbeda agama hanya terbatas pada 

pergaulan dan hubungan baik. Hubungan tersebut tidak menyangkut pelaksanaan 

agama, seperti hukum kewarisan.
42

 Hukum tersebut termasuk urusan agama 

karena pelaksanannya atas kehendak Allah semata, hal tersebut sesuai dengan 

asas ijbari dalam kewarisan. Dijelaskan bahwa asas ijbari mengandung arti 

bahwa harta orang yang meninggal dengan sendirinya akan beralih kepada ahli 

waris tanpa bergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli 

waris. Peralihan tersebut sudah merupakan kehendak Allah semata. Dengan asas 

ijbari, ahli waris harus menerima harta tersebut sesuai dengan yang telah 

ditentukan. 

Perolehan warisan bisa diperoleh dengan adanya hubungan kekarabatan 

atau  ahli  waris  nasabiyah  dan  dengan  hubungan  perkawinan  atau  ahli  

waris sababiyah. Sedangkan anak disini termasuk dalam golongan ahli waris 
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nasabiyah. Dalam surat an-Nisa’:11 Allah menggunakan kata al-walad, arti kata 

tersebut dalam istilah hukum berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. 

Dalam keadaan apapun, anak tersebut tidak bisa terhijab oleh ahli waris yang 

lain. Dengan demikian anak sebagai ahli waris utama dalam suatu keluarga. 

Sebagai ahli waris utama, anak tidak mempunyai halangan apapun 

dalam memperoleh warisan. Akan tetapi berbeda dengan anak dari perkawinan 

beda agama,. Anak dari perkawinan tersebut tidak mewarisi harta orang tuanya, 

karena berdasarkan  hadits  sebelumnya,  perbedaan  agama   tidak  bisa  

untuk  saling mewarisi. Dengan demikian dalam keadaan seperti ini, anak tidak 

lagi sebagai ahli waris utama karena terhalang karena perbedaan agama. 

Dalam hukum kewarisan, kerabat yang tidak mendapat pusaka karena 

ada suatu penghalang bisa mendapatkan harta orang yang meninggal melalui 

wasiat wajibah.
43

 Sesuai dengan surah al- baqarah  ayat 180: 

راً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَْ  ََلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَي ْ كُتِبَ 
ََلَى الْمُتَّقِيَْ  ا   باِلْمَعْرُوفِ حَقِّ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 
berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (Ini 
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa‛.44  

 

  

 

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi 
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atau tidak  bergantung   kepada   kemauan   atau   kehendak   yang   meninggal   

dunia. Pelaksanaan wasiat tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut 

diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan 

kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus 

dilaksanakan.
45

 

Wasiat  wajibah  diberikan  kepada  walidain  dan  aqrabin  yang  tidak 

termasuk ahli waris atau yang tidak menerima warisan dikarenakan adanya 

faktor- faktor yang menyebabkan mereka tidak menerima warisan. Faktor-faktor 

tersebut ialah karena: 

 1) Terkena mawa>ni’ al-irthi, seperti perbudakan, pembunuhan, dan 

perbedaan agama yang disebut mahru>m atau mamnu>’. 

 2) Terkena hija>b, yakni karena  ada  ahli  waris  yang  lebih  utama  

dalam  menerima  warisan.   

  3) Termasuk kelompok dzawi al-arha>m. 46
 Berdasarkan beberapa 

faktor diatas, maka orang yang berbeda keyakinan bisa menerima 

warisan melalui wasiat wajibah. 

 Anak dari perkawinan  beda  agama dalam  hadis  dijelaskan  bahwa  

tidak  boleh saling mewarisi antar beda agama. Sedangkan disisi lain anak 

tersebut bisa menerima harta dari orang yang meninggal melalui wasiat wajibah 
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yang berdasarkan ayat wasiat. Anak memang sebagai ahli waris dan juga berhak 

menerima  warisan  serta   tidak  berhak  menerima  wasiat.  Akan  tetapi  

dari perkawinan beda agama, anak tersebut menjadi terhalang dalam 

memperoleh warisan dan bahkan tidak menerima warisan sama sekali. Dengan 

adanya wasiat wajibah, anak bisa mendapatkan warisan meskipun terhalang 

karena perbedaan agama. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang dalam 

wasiat, sedangkan wasiat  tidak  mengharuskan  agama  yang  sama    dan  

ulama’  empat  madzhab sepakat  bahwa  seorang  muslim  boleh  berwasiat 

dari non  muslim  dan tidak berlaku sebaliknya.
47

 di riwayatkan bahwa pendapat 

ini di anut oleh Umar, Mu’az, dan Muawiyah. Pendapat tersebut berdasarkan 

dengan firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi: 

ََنِ الَّذِينَ لََْ  هَاكُمُ اللَّوُ  ينِ ولََْ يُِْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوىُمْ وَتُ قْسِطوُا لََ يَ ن ْ يُ قَاتلُِوكُمْ فِ الدِّ
بُّ الْمُقْسِطِيَْ      إلِيَْهِمْ إِنَّ اللَّوَ يُُِ

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak 
pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang berlaku adil.48 

 

 

Sedangkan untuk non muslim yang harbi>  masih terdapat perbedaan 

di kalangan ulama’ empat madzhab. Madzhab Maliki, Hambali dan Syafi’i 

berpendapat bahwa seorang muslim boleh berwasiat kepada seorang kafir 

harbi> dan hukumnya sah, sedangkan madzhab Hanafi mengatakan hal tersebut 
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tidak boleh dan hukumnya tidak sah.
49

 

Dengan  demikian,  seorang  anak  bisa  memperoleh  bagian  dari  

harta warisan kedua orang tuanya melalui wasiat wajibah dengan ketentuan 

perolehan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta dan pemberian tersebut 

tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Namun apabila wasiat tersebut lebih dari 

1/3 harta, maka ahli waris yang lain harus mendapat persetujuan tentang 

pembagian tersebut. 

b. Kewarisan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam 

Di dalam hukum kewarisan, seseorang bisa mendapatkan warisan 

karena adanya hubungan kekerabatan, perkawinan dan wala>’. Hubungan wala>’ 

terjadi apabila ada seseorang yang dengan sukarela memerdekakan seorang 

budak. dari usaha tersebut, seseorang bisa mendapatkan warisan dari harta 

budak yang dimerdekakan.  Warisan  yang  diperoleh  sebagai  imbalan  dan  

perangsang  agar orang (pada waktu itu) mau memerdekakan budak. Akan 

tetapi, dalam masa sekarang ini hubungan wala>’ hanya dalam tataran wacana 

saja. Hal ini semua dikarenakan pada zaman sekarang ini sudah tidak ada budak 

lagi, sehingga dengan demikian hubungan wala>’ dalam kewarisan sudah tidk 

berlaku. 

 

Pasal 171 ayat (c) menyebutkan bahwa seseorang bisa dikatakan 
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sebagai ahli waris apabila ada hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan 

orang yang meninggal. Pasal ini diperjelas lagi oleh pasal 174 yang merupakan 

perincian dari pasal diatas. 

Adapun isi dari Pasal 174 yaitu sebagai berikut: 

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 

a. Menurut hubugan darah 

1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki saudara 

laki, paman dan kakak. 

2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara 

perempuan dan nenek. 

3) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. 

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan 

hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. 

Berdasarkan  pasal  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  yang lebih  

berhak mendapat warisan ialah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Namun dari 

ke empat ahli waris tersebut, hanya anak yang lebih utama dalam memperoleh 

warisan. Hal ini dikarenakan seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan apapun tidak terhijab oleh ahli waris manapun.
50

  Hukum 

perkawinan dan hukum kewarisan   mempunyai   hubungan   yang   sangat   erat   

sekali,   karena   hukum perkawinan  mempunyai  peran  dalam  memperoleh  
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warisan.  Hubungan  yang terjalin karena perkawinan berpengaruh terhadap 

kewarisan anak. 

Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tidak bisa mewarisi 

harta  orang  tuanya,  karena  menurut  KHI  perkawinan  tersebut  tidak  boleh 

dilakukan dan hukumnya tidak sah. Larangan tersebut tercantum dalam pasal 40 

ayat (c) dan pasal 44. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah hanya 

mmpunyai hubungan nasab dengan ibunya dan hanya bisa mewarisi dari pihak 

ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan bapaknya tidak bisa saling 

mewarisi, karena bapak tersebut bukan orang tua yang sah dan anak tersebut 

disamakan dengan anak zina. 

Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur 

dalam Pasal172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa : Ahli 

waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan 

atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak 

yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. 

Menurut penulis berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 

KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat 

persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya 

unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya 

adalah adanya unsur agama. 

Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang 

beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga 

dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama 

(biasanya ahli warisnya non-muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan 

ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.  

Hal tersebut dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Nomor : 5/ MUNAS VII/ 9/ 2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang 

menetapkan  bahwa
51

 : 

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang 

beda agama (antara muslim dengan non-muslim); 

2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk 

hibah, wasiat dan hadiah. 

c. Kedudukan Anak Dalam Kewarisan 

1. Pengertian Anak 

Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan 

keturunan. Anak merupakan keturunan dan hasil dari perkawinan sepasang 

suami istri. Anak adalah karunia Allah, ia merupakan buah hati dan tempat 

bergantung dihari tua serta penerus cita-cita orang tua. 

Kamus  besar  bahasa  Indonesia,  anak  bisa  diartikan  sebagai 
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keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, dan orang yang berasal dari 

atau dilahirkan di suatu negeri, daerah, dan sebagainya.
52  Kata wala>d dalam al-

Qur’an menunjukkan anak laki-laki dan anak perempuan. Pada dasarnya, yang 

dimaksud anak disini ialah anak kandung. Anak kandung adalah anak yang lahir 

dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung dalam 

kewarisan dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika 

perkawinan kedua orang tuanya sah, maka anak tersebut sah sebagai ahli waris. 

Sedangkan apabila  perkawinannya  tidak  sah  maka  anak  juga  tidak  sah.  

Yang  dimaksud dengan anak tidak sah (yang sering disebut dengan istilah 

setempat anak kampang, anak haram jadah, anak kowar dan sebagainya)
53   

adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak mentataati 

ketentuan agama atau anak yang lahir dari perbuatan zina kedua orang tuanya. 

Menurut pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun1974, anak tidak sah hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, anak yang 

dilahirkan dari perkawinan tidak sah hanya bisa menjadi ahli waris dari pihak 

ibunya dan keluarga ibunya dan belum tentu bisa mewarisi dari ayah 

biologisnya. 

 

2. Kedudukan Anak dalam Kewarisan 
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a. Kedudukan Anak  Laki-Laki dalam Kewarisan 

Anak  laki-laki  ditetapkan  sebagai  ahli  waris  mutlak,  karena  

anak menjadi penyambung orang tua untuk melangsungkan keturunan. Anak 

laki-laki diberi mendapatkan bagian dua kali lipat dari pada bagian anak 

perempuan. Ini semua sejalan dengan kewajibannya dalam keluarga. Dalam 

kehidupan keluarga, anak   laki-laki   yang  dibebani   kewajiban   mencari   

nafkah   guna   mencukupi kebutuhan hidup keluarga. 

Dalam hukum kewarisan Islam, anak laki-laki   ditetapkan sebagai 

ahli waris ‘ashabah binnafsi yang tidak ditetapkan berapa bagiannya dari harta 

warisan mendiang orang tuanya. Anak laki-laki menerima sisa setelah diambil 

bagian ahli waris dzawi al-furu>d yang termasuk ahli waris mutlak. Jika ahli 

waris terdiri dari ayah, ibu, suami dan anak laki-laki, maka bagian ayah 1/6, ibu 

1/6, suami ¼ dan anak laki-laki menerima sisanya. Anak laki-laki disini sebagai 

ahli waris ashabah yang terkuat dan tidak bisa dihalangi.
54

 

b. Kedudukan     Anak     Perempuan     dalam Kewarisan 

Sebelum Islam datang, bagian warisan bagi kaum perempuan 

dikalangan masyarakat Arab jahiliyah tidak ada sama sekali. mereka beralasan 

bahwa kaum perempuan tidak terlibat dalam peperangan an tidak menanggung 

biaya sedikitpun untuk kepentingan keluarga. Hal ini juga berlaku terhadap 

anak-anak perempuan mereka. Pada waktu itu, orang-orang Arab masih bersikap 
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dzalim terhadap kaum perempuan dan bahkan menganggap perempuan adalah 

orang yang lemah serta tidak bisa diajak perang. Akan tetapi keadaan seperti itu 

tidak berlangsung lama, setelah datangnya ajaran Islam sistem pembagian 

warisan pada masa sebelum Islam tidak berlaku lagi. Syariat Islam telah 

menetapkan dalam ayat kewarisan mengenai ketentuan dalam memberikan 

warisan kepada kaum perempuan. Mereka mendapatkan warisan bukan karena 

perasaan kasihan atau alas an lainnya, akan tetapi semata-mata karena 

ketetapan Allah SWT Yang Maha Adil bagi kaum perempuan. 

Dengan adanya ketetapan seperti diatas, maka Islam telah 

menghapus sikap dzalim kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dan telah 

menghapus kebencian antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Dengan 

demikian, istri dan anak perempuan telah mendapatkan warisan dari harta 

peninggalan suami atau ayahnya. 

Hukum kewarisan, anak perempuan ditetapkan sebagai ahli waris 

‘ashabah bi al-ghair jika mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki, dengan 

ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika 

anak perempuan mewarisi seorang diri, maka ia menerima bagian 1/2 harta 

warisan. Jika terdiri dua orang atau lebih mereka mendapatkan 2/3 dari harta 

warisan Apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki atau anak laki- 

laki dari anak laki-laki dan apabila ahli warisnya hanya mereka berdua, maka 

keduanya mengambil semua harta dan apabila ada ahli waris yang lain maka 
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mereka mendapatkan sisa harta. 

c. Hukum  Waris  Anak   dari  Perkawinan   Beda Agama Menurut 

Fiqih. 

Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam 

memperoleh warisan. Landasan hukum dari halangan tersebut ialah ayat al-

Qur’an surat An-Nisa’ ayat 141: 

مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ للِْكَافِريِنَ الَّذِينَ يَ تَ رَبَّصُونَ بِكُمْ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ فَ تْحٌ مِنَ اللَّوِ قاَلُوا أَلََْ نَكُنْ 
نَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَ  ََلَيْكُمْ وَنََنَْ عْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ فاَللَّوُ يَُْكُمُ بَ ي ْ امَةِ وَلَنْ يََْعَلَ اللَّوُ نَصِيبٌ قاَلُوا أَلََْ نَسْتَحْوِذْ 

ََلَى الْمُؤْمِنِيَْ سَبِيلًَ   للِْكَافِريِنَ 

 Orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi 
pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu 
kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) 
beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan 
(kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu.55 
 

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak 

dipengaruhi atau tidak bergantung   kepada   kemauan   atau   kehendak   yang   

meninggal   dunia Pelaksanaan wasiat tidak memerlukan bukti bahwa wasiat 

tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya 

didasarkan kepada alasan-alasan hokum yang membenarkan bahwa wasiat 

tersebut harus dilaksanakan. 
56
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Wasiat  wajibah  diberikan  kepada  wa>lidain  dan  aqrabi>n  yang  

tidak termasuk ahli waris atau yang tidak menerima warisan dikarenakan 

adanya faktor- faktor yang menyebabkan mereka tidak menerima warisan. 

Faktor-faktor tersebut ialah karena: 1) Terkena mawa>ni’ al-irthi, seperti 

perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama yang disebut mahru>m atau 

mamnu>’. 2) Terkena hija>b, yakni karena  ada  ahli  waris  yang  lebih  utama  

dalam  menerima  warisan.  Dan  3) Termasuk kelompok dzawi al-arha>m.57
 

Maka orang yang berbeda keyakinan bisa menerima warisan melalui 

wasiat begitu juga dengan anak dari perkawinan  beda  agama.  Memang  dalam  

hadis  dijelaskan  bahwa  tidak  boleh saling mewarisi antar beda agama. 

Sedangkan disisi lain anak tersebut bisa menerima harta dari orang yang 

meninggal melalui wasiat wajibah yang berdasarkan ayat wasiat. Anak memang 

sebagai ahli waris dan juga berhak menerima  warisan  serta   tidak  berhak  

menerima  wasiat.  Akan  tetapi  dari perkawinan beda agama, anak tersebut 

menjadi terhalang dalam memperoleh warisan dan bahkan tidak menerima 

warisan sama sekali. Dengan adanya wasiat, anak bisa mendapatkan warisan 

meskipun terhalang karena perbedaan agama. Perbedaan tersebut tidak 

menjadi penghalang dalam wasiat, sedangkan wasiat tidak mengharuskan 

agama yang sama  dan ulama empat madzhab
58

   sepakat bahwa seorang muslim 
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boleh berwasiat kepada non muslim yang dzimmi>,  Pendapat tersebut 

berdasarkan dengan firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 8 yang 

berbunyi: 

ينِ ولََْ يُِْرجُِوكُمْ  ََنِ الَّذِينَ لََْ يُ قَاتلُِوكُمْ فِ الدِّ هَاكُمُ اللَّوُ  مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوىُمْ وَتُ قْسِطوُا لََ يَ ن ْ
بُّ الْمُقْسِطِيَْ      إلِيَْهِمْ إِنَّ اللَّوَ يُُِ

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak 
pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang berlaku adil.59 
 

Sedangkan untuk non muslim yang harbi> masih terdapat 

perbedaan di kalangan ulama’ empat madzhab. Madzhab Maliki, Hambali 

dan Syafi’i berpendapat bahwa seorang muslim boleh berwasiat kepada 

seorang kafir harbi> dan hukumnya sah, sedangkan madzhab Hanafi 

mengatakan hal tersebut tidak boleh dan hukumnya tidak sah.
60

 

Menyatakan bahwa seorang muslim boleh berwasiat kepada non 

muslim baik dari golongan dzimmi> maupun harbi>. Sebab dengan adanya 

wasiat, ahli waris yang non muslim bisa mendapatkan bagian dari orang 

yang meninggal. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dari konsep 

dasar Islam yaitu konsep keadilan, dan keadilan tersebut harus dilakukan 

dalam mengatur hubungan perdata.
61

 

 Seorang  anak  bisa  memperoleh  bagian  dari  harta warisan  orang 
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tuanya melalui dengan ketentuan perolehan wasiat tidak boleh lebih dari 

1/3 harta dan pemberian tersebut tanpa persetujuan ahli waris yang lain. 

Namun apabila wasiat tersebut lebih dari 1/3 harta, maka ahli waris yang 

lain harus mendapat persetujuan tentang pembagian tersebut. 

 


